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PENGUASAAN TANAH OLEH INVESTOR PERSPEKTIF TEORI

KONFLIK KARL MARX, DAHRENDORF DAN IBNU KHALDUN

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berkaitan dengan tema
peneliti lakukan adalah:

1. Tesis yang ditulis Dwi Setianingsih, mahasiswi program pascasarjana
Departeman Sosiologi, Fakultas IImu Sosial dan llmu Politik, Universitas
Indonesia dengan judul “Dampak Sosial Pembebasan Tanah Proyek
Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum; Studi Kasus
Proyek Banjir Kamal Timur, di Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan
Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur”. Dalam penelitian ini, Dwi
Setianingsih menggambarkan dampak sosial negatif apa saja yang terjadi
akibat kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur untuk
kepentingan umum, pada kasus Proyek Banjir Kanal Timur (BKT), di
Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Madya Jakarta
Timur, dan relasinya di antara faktor-faktor yang mewakili Negara,

masyarakat, dan pasar. *°

9 Dwi Setianingsih, Dampak Sosial Pembebasan Tanah Proyek Pembangunan
Infrastruktur untuk Kepentingan Umum; Studi Kasus Proyek Banjir Kamal Timur, di Kelurahan
Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, (Universitas Indonesia:
Depok, 2012), hal. ix
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Sementara penelitian yang dilakukan peneliti adalah ingin mencari dan

menggambarkan dampak sosial apa saja yang ditimbulkan dari penguasaan
tanah yang akan dijadikan lahan usaha oleh kaum kapitalis atau investor di
Desa Andulang Kecamatan Gapura Sumenep. Sekilas, kedua penelitian ini
tampak mirip karena sama-sama mencari dampak sosial yang terjadi. Akan
tetapi, perbedaan yang sangat mencolok dari dua penelitian ini adalah bahwa
obyek masalah penguasaan tanah oleh para investor memiliki kecenderungan
untuk mengakumulasi modal (capital accumulation) semata oleh segelintir
orang. Sementara penelitian Dwi Setianingsih adalah pengadaan tanah yang
akan digunakan sebagai infrastruktur untuk kepentingan umum.
. Skripsi yang ditulis Wulan Nurindah Sari, mahasiswi Program Studi
Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, berjudul: “Pengaruh
Kapitalisme terhadap Perkembangan Perumahan di Jakarta”.”® Penelitian
ini  bertujuan mengetahui bagaimana pengaruh kapitalisme terhadap
perkembangan perumahan di Jakarta, di mana masuknya kapitalis dalam
persaingan penggunaan lahan semakin mempersulit masyarakat miskin dalam
memenuhi kebutuhan mereka akan tempat tinggal.

Meskipun sama-sama membahas tentang penguasaan lahan oleh
kapitalis, tetapi perbedaan yang cukup tampak antara tema yang diangkat oleh
peneliti dan penelitian yang dilakukan oleh Wulan Nurindah Sari adalah, jika
dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah fokus pada lahan yang

akan digunakan sebagai sumber kehidupan (usaha) oleh masyarakat dan

2 Wulan Nurindah Sari, Pengaruh Kapitalisme terhadap Perkembangan Perumahan di

Jakarta, (Universitas Indonesia: Depok, 2012), hal. vi




18

menggunakan metodologi penelitian kualitatif, namun dalam penelitian yang
dilakukan oleh Wulan Nurindah Sari adalah fokus pada lahan yang dijadikan
sebagai tempat tinggal (rumah) dan menggunakan metodologi penelitian
melalui studi referensi atau literatur.

3. Artikel dalam Jurnal llmu Sosial dan lImu Politik Volume 8 No. 2 yang ditulis
Eric Hiariej, staf pengajar pada Jurusan llmu Hubungan Internasional, Fakultas
lImu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dengan
judul: “Gerakan Anti Kapitalisme Global”. 2l Dalam artikel ini, Eric
menggambarkan tentang various ways of mapping anti-capitalism movements,
and assessing the implications of such diversity, di mana dalam sistem
kapitalisme selalu melahirkan berbagai kontaradiksi-kontradiksi dan akibat-
akibat yang tak dapat dihindari. Perbedaan artikel ini dengan tema yang
peneliti bahas adalah bahwa dalam penelitian yang dilakukan adalah fokus
pada permasalahan yang ditimbulkan dari penguasaan tanah dan lahan oleh
kaum kapitalis dengan analisa dan kajian sosiologis.

4. Hasil penelitian yang ditulis oleh Wayan Suantika dalam Jurnal Hubungan
Internasional Tahun VIII no.l, Universitas Airlangga dengan judul:
“Resistensi Masyarakat Lokal terhadap Kapitalisme Global; Studi Kasus
Reklamasi Teluk Benoa Bali Tahun 2012-2013”. % Dalam hasil penelitian
ini, Wayan Suantika mendeskripsikan alasan mengama masyarakat Bali

menolak reklamasi Teluk Benoa, dan menggambarkan konstruksi perlawanan

2! Eric Hiariej, Gerakan Anti Kapitalisme Global, (Universitas Gajah Mada: Yogyakarta,
2004), hal. 139

22 \Wayan Suantika, Resistensi Masyarakat Lokal terhadap Kapitalisme Global: Studi Kasus
Reklamasi Teluk Benoa Bali Tahun 2012-2013, (Departemen Hubungan Internasional: Surabaya,
2015), hal. 47
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terhadap kapitalisme global yang berwujud reklamasi Teluk Benoa. Sementara
perbedaan hasil penelitian ini dengan tema yang diambil oleh peneliti adalah
bahwa, penelitian yang dilakukan peneliti tujuannya adalah mengetahui
dampak sosial dan konflik strukural dari pengusaan tanah oleh investor di Desa
Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.
. Artikel Argyo Damartoto dalam Jurnal Dilema, Sosiologi FISIP Universitas
Sebelas Maret berjudul: “Strukturalisme Konflik: Pemahaman Akan
Konflik pada Masyarakat Industri Menurut Lewis Coser dan Ralf
Dahrendorf”. Dalam artikel ini, Argyo mengungkapkan tentang: the conflict
theory proposed by Ralf Dahrendorf is the struggle of class existing in
industrial society, not emphasizing on the thinking of production
infrastructures but power holding, encompassing the legitimate right to
dominate others.?®

Dalam menggambarkan konflik perspektif Ralf Dahrendorf dan Lewis
Coser, Argyo mendeskripsikan secara khusus pada masyarakat industrial
seperti pada hubungan atau interaksi antara atasan-pekerja, buruh-masyarakat
sekitar pabrik, adanya perubahan-perubahan yang diakibatkankehadiran
bangunan pabrik yang berada disekitar masyarakat baik yang bersifat sosial,
budaya, ekonomi hingga pengaruh perkembangan yang mengarah pada
permahaman atas sifat yang materialistik.*

Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, khusus

mencari dan menggambarkan konflik struktural dalam perspektif Ralf

2 Argyo Demartoto, Strukturalisme Konflik: Pemahaman Akan Konflik pada Masyarakat

Industrial Menurut Lewis Coser dan Ralf Dahrendorf, Solo: Jurnal Dilema Vol. 24 No. 1, ( 2010)

2 1pid, hal. 1
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Dahrendorf, Karl Marx dan Ibnu Khaldun pada masyarakat agraris di Desa
Andulang Kecamatan Gapura Sumenep. Sehingga, penelitian yang dilakukan
oleh peneliti amat berbeda obyeknya yaitu pada masyarakat agraris, sementara

artikel Argyo penggambaran konflik pada masyarakat industrial.

B. KONFLIK KAPITALISME AGRARIA

Dalam menganalisa masalah yang diteliti, secara sosiologis, peneliti akan
memaparkan teori konflik. Apa yang dimaksud teori dalam konteks penelitian ini,
merupakan Kkajian teoretis atas berbagai tinjauan kajian kepustakaan dan
berhubungan dengan teori yang nantinya digunakan sebagai pisau analisis dalam
menjelaskan permasalahan yang diteliti.?® Oleh karena itu, dalam bab ini, tidak
hanya menjelaskan tentang teori konflik, tetapi juga memaparkan secara
mendalam latar belakang persoalan yang diteliti secara teoretis sehingga aplikasi
teori konflik dalam struktural sosial agraris menjadi relevan.

1. Sejarah Konflik Agraria
Sejarah dunia adalah sejarah konflik agraria. Begitulah kalau boleh
peneliti sebutkan. Persoalan agraria sudah terjadi sejak beberapa abad yang
lalu. Dalam perspektif Mansour Fakih, persoalan agraria yang terjadi selama
ini merupakan proses menuju krisis sosial. Gejala krisis sosial yang terjadi

terkait persoalan agraria ini termanifestasi dalam bentuk pertentangan

% Dalam diskusi intensif peneliti dengan Bapak Husnul Muttagin pada 31 Oktober 2016,
mendapatkan suatu kesimpulan bahwa teori bukan hanya yang diketahui sebagai suatu teori,
beberapa kajian pustaka yang telah disusun secara sistematis dan ilmiah juga dapat disebut sebagai
suatu teori. Hal ini sejalan dengan pengertian Dahlan Al-Barry bahwa teori merupakan ajaran atau
paham (pandangan) tentang sesuatu berdasarkan kekuatan akal (ratio). Lihat: M. Dahlan Al-Barry
& Puis A Partanto, Kamus IImiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994), hal. 746
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kepentingan atas tanah, baik antara rakyat dan negara maupun antara rakyat
dengan pemodal (capital).®

Dalam perspektif Dadang Juliantara (1994), persoalan agraria yang
sedang berkembang hingga saat ini sebenarnya tidak lepas dari kelahiran Orde
Baru, di mana sejak awal zaman ini telah “membuka pintu” bagi penanaman
modal asing. Seperti termaktub dalam UU No.1/ 1967 dan UU N0.8/1968 yang
menjadi pilar dasar dalam memberikan dasar hukum bagi mobilitas modal
asing ke Indonesia, hingga ke pedesaan. Hal ini tak lepas dari sistem ekonomi
pasar terbuka yang memberi keleluasaan cukup besar pada modal asing, baik
melalui pinjaman atau investasi secara langsung. Guna mendukung proyek
“buka pintu” tersebut, pemerintah mengalirkan sejumlah aturan di bidang
agraria, yang pada intinya memberikan insentif dan “umpan” dalam
mengundang para investor agar menanamkan modalnya di Indonesia.*’

Lebih jauh dari itu, Vandana Shiva (dalam Mansour Fakih, 1995),
menyebutkan bahwa sejarah pengambilan tanah pada dasarnya telah berusia

lebih dari lima ratus tahun silam. Selama itu pula, Shiva melihat bahwa pada

%6 persoalan tanah atau sumber agraria yang lainnya, menurut Mansour Fakih, ada yang
bersifat telanjang atau secara konkrit, namun juga ada yang bersifat sistemik dan struktural
sehingga sulit diidentifikasi. Pada model yang pertama yang telanjang ini bentuknya bermacam-
macam, seperti: penetapan fungsi tanah sebagai eksploitasi seperti untuk kayu dan tambang;
pengambilalihan tanah rakyat untuk perkebunan, penggusuran untuk industri, tanah untuk
pembangunan sarana infrastruktur seperti jalan dan taman, dan terakhir pencabutan hak milik
tanah rakyat atas nama pelestarian lingkungan. Sedangkan pola keuda yang tidak jelas yakni yang
bersifat sistemik adalah dalam bentuk proses melalui mekanisme jangka panjang seperti program
swasembada pangan Revolusi Hijau ataupun akibat dari kebijakan perdagangan seperti GAT.
Lihat: Mansour Fakih, “Tanah Sebagai Sumber Krisis Sosial di Masa Mendatang” dalam Tanah,
Rakyat dan Demokrasi, ed. Untoro Hariadi & Masruchah, (Yogyakarta: Forum LSM-LPSM DIY,
1995), 1-2

27 Jalan ini ditempuh, dengan dasar asumsi bahwa bila proses investasi meningkat pesat,
maka roda industrialisasi akan berkembang pesat dan hal ini diharapkan dapat menjadijalan untuk
membuka kesempatan kerja yang luas serta memacu pertumbuhan ekonomi. Dadang Juliantara,
“Sengketa Agraria, Modal dan Transformasi”. Ibid., hal. 183
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prosesnya terbagi dalam tiga era atau tiga periode formasi sosial, yakni era
kolonialisme, era developmentalisme dan era free trade (perdagangan bebas).?®
a. Era Kolonialisme

Era kolonialisme ini ditandai dengan beroperasinya sistem penjajahan
dalam rangka eksploitasi sumber kekayaan alam. Melalui era kolonialisasi
inilah proses apropriasi sumber daya alami dilakukan dalam sistem
penjajahan. Meskipun banyak negara Afrika baru merdeka pada sekitar
tahun 70-an, namun yang secara resmi dianggap sebagai zaman berakhirnya
kolonialisme adalah revolusi banyak negara setelah Perang Dunia II.

Pada era kolonial ini juga ditandai dengan berbagai kebijakan agraria
yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial saat itu, misalnya kebijakan
tentang kewajiban penanaman komoditi ekspor untuk memenuhi pasar
internasional  seperti kopi, tebu, selain kebijakan tanam paksa
(cultuurstelsel) dan sebagainya. Pada prosesnya, kebijakan-kebijakan
semacam ini menciptakan proses ketergantungan yang membuat para petani
sangat dirugikan, bahkan cenderung ke pemerasan tenaga kerja.

Demikian pula kenyataan yang terjadi pada kebijakan pemerintah
kolonial mengenai masalah tanah (landrente). Pemerintah kolonial Inggris
misalnya, di bawah kekuasaan Rafles pernah membuat kebijakan di mana
tanah agar dijadikan sebagai objek eksploitasi perluasan, dalam peristiwa ini

disebut tonggak sejarah penggusuran tanah. Masalah sengketa tanah

%8 Vandana Shiva menyebut bahwa ketiga era formasi sosial tersebut adalah; 1) era
kolonialisme; 2) era development; dan 3) era free trade atau perdagangan bebas. Mansour Fakih,
“Tanah Sebagai Sumber Krisis Sosial di Masa Mendatang” dalam Tanah, Rakyat dan
Demokrasi.......... , hal. 16. Lihat juga: Vandana Shiva, “Gender, Environment, and Sustainable
Development” dalam Reardon G. Power and Proccess. Oxford: Oxfam Publication, 1995.
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semakin jelas ketika pada selanjutnya pemerintah kolonial Belanda
memberlakukan Undang-Undang Agraria pada sekitar tahun 1870 yang
dikenal dengan Agragrische Wet. Dalam Undang-undang ini, pemerintah
kolonial memberikan suatu konsesi kebebasan pihak modal atau kapitalis
non-pribumi untuk perkebunan sekaligus menggusur tanah petani dan
penduduk yang dilakukan melalui berbagai proses seperti sewa (erfpacht)
atau hak konsesi. Keadaan demikian ini telah melahirkan konflik pertanahan
antara petani dan perusahaan dan petani dengan negara seperti yang terjadi
di banyak tempat di dunia.

. Era Developmentalisme

Modus perampasan tanah yang kedua adalah era developmentalisme.
Dalam era ini, modus perampasan dilakukan pada tanah yang dimiliki
rakyat kecil. Di dalam era ini juga ditandai sebuah masa di mana negara-
negara Dunia Ketiga mengalami kemerdekaan. Atas nama pembangunan
pada negara yang baru merdeka termasuk di dalamnya Indonesia, paham
developmentalisme kemudian direkayasa sedemikian rupa agar menjadi
paradigma dominan dalam rangka perubahan sosial di negara-negara
tersebut dengan negara Barat sebagai subyek.

Persoalan sengketa agraria lain yang terjadi pada era
developmentalisme ini sebenarnya tidak bisa dijelaskan dari periode
sebelumnya, yaitu pada era kolonialisme atau (dalam konteks Indonesia)
pada zaman penjajahan Belanda. Persoalan agraria yang terjadi pada era

developmentalisme pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari kebijakan
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agraria dengan model pembangunanisme. Kebijakan-kebijakan yang
dilakukan pemerintah tidak lepas dari ideologi dan paradigma perubahan
sosial yang menopang struktur dan sistem sosial yang dianut negara koloni.

Dalam konteks Indoensia, di sekitar akhir tahun 60-an, sebenarnya
telah memasuk era yang disebut sebagai “the age of development”. Dalam
era ini juga timbul suatu kenyataan terjadinya konflik (atau kecenderungan
‘perang dingin’) yang terjadi antara kapitalisme dan sosialisme, yakni dalam
bentuk perang ideologi dan teori. Konflik tersebut dimulai tepatnya ketika
presiden Harry S. Truman untuk pertama kalinya menggunakan
‘development’ sebagai senjata.?

Developmentalisme sebagai bentuk baru sekaligus penjelmaan dari
kapitalisme yang diterapkan untuk negara Dunia Ketiga ternyata juga
mampu memikat dan menyihir berjuta rakyat di dalamnya. Dengan dibantu
oleh banyak pihak, terutama ilmuan sosial dari kalangan aktor-aktor
intelektual dari Amerika, ternyata berhasil menciptakan pengglobalan
kapitalisme yang dibungkus dengan nama ‘developmentalisme’. Saat itu
juga, berbagai pakar ilmu sosial dan ekonomi semisal W.W. Rostov dengan
“Growth Theory”-nya dan McClelland-Inkelas mengembangkan teori
modernisasi yang kelak disebut sebagai cikal-bakal munculnya paham
modernimse, dan pada gilirannya kedua teori ini kemudian menjadi pilar

paham pembangunanisme dan developmentalisme.*

» Wofgang Sach (ed.). The Development Dictionary, A Guide to Knowladge as Power,
(London: Zed Books, 1992)

% Mansour Fakih introduction to Untoro Hariadi & Masruchah (ed.), Tanah Rakyat dan
Demokrasi................ , hal. 6-8
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c. EraFree Trade
Kita mulai memasuk ambang pintu sebuah zaman atau era ketiga yaitu
free trade era (zaman perdagangan bebas) di sekitar tahun 90-an ketika
liberalisasi ekonomi merambat ke tingkat pasar. Liberalisasi ekonomi dalam
free trade era ini cenderung sangat dipaksakan, karena menurut Mansour
Fakih era ini disebut sebagai ‘structural adjusment’, di mana masih terdapat
penyesuaian-penyesuaian ekonomi dalam struktur sosial masyarakat. Di
samping itu, kekuatan-kekuatan modal dan sumber daya ekonomi lainnya
benar-benar dipertaruhkan oleh negara-negara Dunia Ketiga (termasuk
Indonesia) yang secara modal dan sumber daya manusia belum stabil.
Secara teoretis, sebenarnya ketiga era ini menurut Vandana Shiva bukan
melihat perubahan struktural dan ideologi, melainkan lebih pada pendekatan,
mekanisme dan sistem eksploitasi, dominasi serta represi yang makin elegan
dari kelas kapitalis yang dominan terhadap rakyat kecil. Alih-alih sebagai
tahapan periodisasi yang mengejar pembangunan di segala bidang, khususnya
sosial-ekonomi, justeru kemudian malah meleburkannya.®* Dalam kerangka
pendekatan periodisasi inilah kita bisa memahami persoalan sengketa tanah
dalam konteks sejarah Indonesia.
Sementara itu, Jan Breman (1986) juga mengungkapkan diferensiasi
agraria dalam perspektif sejarah. Breman mengungkapkan suatu tuntutan
mengenai produksi kaum tani melalui penguasaan atas penggunaan tanah yang

menjadi masalah sejak zaman awal kolonial. Perbincangan tentang sifat

% 1bid., hal. 4
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pemilikan tanah dan suatu cara di mana basis agraria ini harus dibebani pajak
terjadi sejak akhir abad ke-18 dan melanjut hingga awal abad ke-20. Meski
demikian, setidaknya rekaman sejarah ini menjadi kunci awal untuk memahami
kepentingan kolonial yang sebenarnya.®* Tujuan sistem tanam paksa oleh para
kolonial Belanda kepada para petani pada masa itu adalah untuk membiayai
anggaran aparatur pemerintah kolonial yang diperlukan untuk meneruskan dan
menggalakkan eksploitasi mereka.

Melihat kenyataan sejarah yang sedemikian memilukan pada masa
kolonialisme di Indonesia, dapat dibayangkan bahwa kaum tani pada masa itu
benar-benar dibuat menderita. Setelah usai dipaksa melaksanakan sistem tanam
paksa, timbul suatu kenyataan sejarah bahwa kaum tani harus dibebani
tanggung jawab memenuhi tuntutan pajak. Meski secara historis hal ini terjadi
pada sekitar akhir abad ke-19, namun pada kenyataannya berulang kembali
pada pemerintahan Orde Baru dengan pola yang berbeda dan lebih
tersistematis.

Hal ini seperti terlihat dalam data pada sekitar tahun 1973, di mana data
mikro memperlihatkan adanya penguasaan 70 hingga 80 persen tanah pertanian
oleh hanya 10-20 persen penduduk desa. Petani-petani pemilik tanah luas ini
menguasai struktur-struktur kekuasaan pada tingkat desa dan memiliki akses

pada patronase negara, baik di dalam maupun di luar sektor pertanian. Akan

%2 Selama masa 150 tahun ini (hingga abad ke-20), gagasan administratif telah mengalami
berabgai tingkat, seperti terlihat pada perubahan perspektif desa yang ditinjau dari sudut
kepentingan politik merupakan harkat dasar kemasyarakatan. Para penguasa kolonial telah melihat
apa yang ingin mereka lihat. Dan ini berbeda dari zaman ke zaman, sehingga bagi setiap
interpretasi baru dituntut adanya pembenaran sejarah. Lihat: Jan Breman, Control of Land and
Labour in Colonial Java, (Jakarta: LP3ES), hal. 6
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tetapi, yang ditampilkan akhir-akhir ini adalah konflik pertanahan yang terjadi
di antara kepentingan-kepentingan kelas petani di daerah pedesaan dan
kepentingan-kepentingan kelas industrial dari luar desa.

Perkembangan karakter konflik itulah yang menyebabkan timbulnya
kontroversi mengenai tata cara pembebasan tanah untuk keperluan
pembangunan akhir-akhir ini. Apalagi masalah seperti ini harus ditempuh
melalui jalur hukum terkait berbagai regulasi dari pusat, sehingga
menyebabkan timbulnya potensi adanya “permainan’ antara kelas industri dan
pemerintahan di berbagai daerah di Indonesia.*

Selain itu, Nasikun (1995), juga menjelaskan bahwa sepanjang dasawarsa
1980-an telah terjadi peningkatan konflik-konflik pertanahan di daerah
pedesaan. Konflik-konflik tersebut juga terjadi hingga sepanjang dasawarsa
1990-an. Dalam hal ini, Nasikun juga merasa tidak berlebihan jika
menyebutkan bahwa salah satu masalah yang amat penting akan dihadapi
bangsa Indonesia di dalam jangka waktu 25 tahun (atau lebih) mendatang,
yakni hadirnya masalah pertanahan di dalam skala dan karakter yang belum
pernah terjadi di Indonesia sebelumnya. Konflik yang akan terjadi di dalamnya
pun, antara sektor pertanian dan sektor industri sebagai akibat terjadinya
transformasi agraria berupa meningkatnya ekspansi dan dominasi sektor

industri atas sektor pertanian dan sumber agraria lainnya.>

% Nasikun, “Perkembangan Konflik Pertanahan di Indonesia dalam Era Pembangunan”,

dalam Tanah Rakyat dan Demokrasi................, hal. 58-60

% Ibid., hal. 65-66
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2. Kapitalisme Agraria
a. Realitas Kapitalisme vis a vis Negara Dunia Ketiga

Sejak akhir pemerintahan Orde Baru sekitar tahun 1990-an, wacana
kapitalisme mulai menguat. Kapitalisme menjadi semacam gerakan
menyambut perkembangan dunia global dengan isu utamanya: globalisasi,
developmentalisme dan pasar bebas (free trade). Sejak menggabungkan diri
ke dalam Negara-negara ASEAN, Indonesia semakin memantapkan diri
dengan sistem perekonomian tengah melaju kencang menuju Negara
kapitalisme. Namun demikian, di antara negara-negara ASEAN lainnya,
Indonesia menjadi salah satu Negara di Asia Tenggara yang masih malu-
malu menamakan sebagai negara kapitalis. Hal ini terlihat dari adanya
konstitusi negara yang termaktub dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar
1945 yang masih menegaskan kalau semua kekayaan dalam tanah adalah
milik rakyat.

Menurut Onghokham, sikap semacam ini dilatarbelakangi oleh faktor
sejarah Nasional Indonesia yang merebut kemerdekaan melalui gerakan-
gerakan Nasional dan revolusi. Indonesia lebih berfokus pada ideologi dan
menolak modal asing dan dalam negeri bila ditanam di areal pertambangan.
Ini jelas berbeda dengan negara-negara seperti Filipina, Singapura, Malaysia

dan Brunei yang merdeka melalui penyerahan kedaulatan secara damai.*®

% Menurut Ongkhokham, negara-negara yang merebut kemerdekaannya biasanya lebih
ideologis dan berorientasi pada ideologi sosialis. Akan tetapi, tambahnya, dalam tahun 1990-an
ternyata sosialisme telah dikalahkan oleh kapitalisme. Hingga setelah tahun 2000-an kapitalisme
terus mendengungkan dirinya sebagai “free trade area” dan telah menjadi prinsip kebijaksanaan
khususnya dalam era globalisasi, yakni dengan konsep-konsep regional seperti ASEAN, APEC
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Akan tetapi, Onghokham juga memaparkan bahwa masalah “pribumi”
sepanjang sejarah dan sampai saat sekarang, justeru bukan masalah rasial,
agama, ataupun budaya, melainkan adalah masalah pemilikan tanah. Hingga
saat ini, pemerintah tidak ada bedanya dengan para pendahulunya, yang
hanya menguntungkan kaum pengembang (developer), bukan rakyat
pribumi. Rakyat pribumi dalam hal ini tidak lebih hanya menjadi apa yang
oleh Australia disebut aborigines, dan di Amerika Serikat disebut sebagai
indian. % Sederhananya, rakyat hanya dijajah, karena hak-hak dasarnya
yang meliputi hak milik, hak akan tenaga sendiri, hak berpendapat dan hak-
hak lainnya tidak dihargai.

b. Kapitalisme Indonesia Vs Kapitalisme Eropa

Secara historis, pertumbuhan awal negara-negara industri di Eropa
Barat dalam proses industrinya hanya membutuhkan modal yang relatif
kecil sehingga modernisasi dapat dijalankan oleh pengusaha, masyarakat
dan tanpa campur tangan yang besar dari negara. Sementara modernisasi di
negara-negara Dunia Ketiga termasuk Indonesia, membutuhkan modal yang
sangat besar karena negara-negara tersebut tertinggal dari segi teknologi dan
sumber daya manusia.*

Hal ini sangat cermat dibaca oleh Agus Subagyo bahwa makin
terlambat suatu negara melakukan proses industrialisasi, maka makin besar

pula campur tangan pemerintah dan negara. Negara harus terlibat dalam

hingga konsep-konsep lainnya. Lihat: Onghokham, “Kapital dan Politik” dalam Ruth Mc Vey,
Southeast Asian Capitalists, (Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 1998), viii

% 1bid., hal. x

¥ FX. Adji Samekto, Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan...., hal. 80.
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pembangunan ekonomi masyarakat. Keterlibatan-keterlibatan seperti inilah
yang kemudian memaksa negara dan pemerintah untuk ikut andil dalam
proses-proses ekonomi seperti akumulasi modal, mendorong terciptanya
dunia usaha dan campur tangan dalam regulasi di bidang ekonomi
khususnya perdagangan dan industri.®

Dalam hal ini, jelas bahwa antara negara-negara Eropa Barat dengan
negara-negara Dunia Ketiga (termasuk Indonesia) sangat berlawanan dalam
menerapkan teori pembangunan. Jika modernisasi di Eropa Barat
berdampak pada demokratisasi politik, maka berbeda dengan di Dunia
Ketiga yang justeru menciptakan pemerintahan yang dominan, yang
akhirnya menempatkan pembangunan sebagai ideologi. Dalam hubungan
ini, maka terjadilah kolaborasi antara kekuatan kapitalisme global dengan
pemerintah dan pengusaha sehingga muncul lah apa yang oleh Adji
Samekto disebut sebagai “koalisi kepentingan”. Demi kelanggengan koalisi
kepentingan seperti inilah maka rakyat dan lingkungan hidup akan sangat
mudah dikorbankan.*

Persekongkolan penguasa dengan pengusaha sudah terjadi sejak lama,
yakni ketika pemerintahan Orde Baru di bawah komando Presiden Soeharto
pada sekitar tahun 1971 dan 1987. Saat itu lahan pertanian di Tapos
“dirampas” oleh pemerintah melalui perusahan modern (ranch), PT. Rejo
Sari Bumi dan resmi dimliki pada tahun 1973. Pada peristiwa ini sekitar

500-an petani penggarap di Tapos diusir lantaran istri Soeharto, Ny. Tien

% Agus Subagyo, “Mengurai Gagalnya Negara Pembangunan” dalam Opini Koran

Harian Kompas, 18 Februari 2002

¥ FX. Adji Samekto, Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan...., hal. 89-90.
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Soeharto berencana membangun Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di
tahun yang sama. Selang 15 tahun kemudian, Soeharto kembali “merampas”
tanah milik rakyat seluas 31,6 hektar di desa Cimacan, sekitar tahun 1987,
melalui tangan pengusaha bernama PT. Bandung Asri Mulia untuk
dijadikan lapangan Golf Cibodas dan sarana pariwisata. Peristiwa ini
mengorbankan sekitar 287 petani hingga kehilangan nafkah.*

Dalam contoh yang semacam ini, menurut Fauzi, kapitalisme di
Indenesia sangat berbeda wataknya dengan kapitalisme di Barat. Kekuatan
yang mengubah Indonesia sejak masa feodalisme hingga sekarang adalah
kapitalisme. Namun, berbeda dengan kapitalisme di negara-negara Eropa
dan Amerika, kapitalisme Indonesia adalah kapitalisme yang muncul dari
kolonialisme. Watak kapitalisme Indonsia adalah kapitalisme pinggiran
(peripheral capitalism). Dalam peripheral capitalism ini terdapat dua
distorsi dalam proses akumulasi modal:

Pertama, antara lahan pertanian dan sektor industri tidak dapat
bersatu, sehingga kapitalisme semacam ini dalam prinsipnya hanya
merupakan produksi komoditi yang diekspor, sementara lokus kapitalisme
ini hanya sebagai pasar impor. Kedua, kapitalisme pinggiran tidak
mempunyai  potensi mengembangkan kekuatan-kekuatan produktif
(productive force) secara mandiri sehingga dalam orientasinya tidak terjadi

pengembangbiakan modal secara luas (extended reprodution of capital).**

0 Dianto Bachriadi & Anton Lucas, Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan,
(Kepustakaan Populer Gramedia: Jakarta, 2001), 1-16

* Noer Fauzi, Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia,
(Yogyakarta; Pustaka Pelajar dll., 1999), hal. 236-237
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Kedua distorsi sebagai watak kapitalisme pinggiran sangat jelas terlihat
dalam sistem kapitalisme di Indonesia.

Akan tetapi, walau bagaimanapun dan dalam sistem kapitalisme
bagaimanapun, orientasinya adalah tetap bersifat akumulasi modal. Karena,
menurut Mansour Fakih, secara teoretik dalam kapitalisme memang
merupakan paham yang bertujuan melakukan pemupukan modal (capital
accumulation) melalui  proses-proses penanaman modal (capital
investment).** Untuk kepentingan inilah setiap individu didorong agar dapat
bersaing dalam meningkatkan produksi secepatnya bahkan telah
memanfaatkan sumber daya manusia, teknologi dan sumber daya alam di
sekitarnya.®

Negara-negara Dunia Ketiga seperti Indonesia menjadi negara sasaran
paham kapitalisme tersebut.. Dalam penjajahan semacam ini hampir tidak
ada peluru yang ditembakkan karena sifatnya yang sungguh sangat soft.
Akan tetapi, melalui sistem kapitalisme itulah pada gilirannya hanya
memperlebar ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Jika sudah seperti
ini, pembangunan ekonomi melalui sistem kapitalisme pada praktisnya jelas
tidak cocok bagi Indonesia jika tanpa disertai peningkatan kesempatan
kerja, pemenuhan kebutuhan pokok, dan peningkatan produktivitas rakyat

miskin secara menyeluruh.*

*2 Mansour Fakih, dalam Ton Dietz, Hak Atas Sumber Daya Alam, (Pustaka Pelajar:

Yogyakarta, 1999), hal. vi.
* FX. Adji Samekto, Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan, (Genta Press:
Yogyakarta, 2008), hal. 20
Muhammad Mihrob, Kapitalisme dan Kemiskinan Struktural, dalam Opini Koran
Harian Duta Masyarakat, 10 Juni 2015
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Ketika sistem Kkapitalisme tetap dipertahankan dengan tetap
mengeksploitasi agraria untuk kepentingan akumulasi modal, pada
gilirannya akan mendorong munculnya upaya untuk mempertahankan hak-
hak atas tanah dari setiap intervensi pihak luar atau investor. Menurut
Endang & Yohana (1998), kenyataan ini akan selalu menimbulkan konflik,
baik konflik terbuka maupun konflik tersembunyi. Konflik tanah tidak
hanya terjadi di antara pihak-pihak yang kehidupannya berkaitan dengan
tanah atau terjadi pada satu komunitas tertentu. Akan tetapi, konflik tersebut
akan cenderung melebar dan menembus batas-batas administratif wilayah.*

Begitulah permasalahan pokok yang terjadi pada dunia pertanahan
dewasa ini. Meski pemerintah Indonesia pada tahun 1960 telah secara
khusus membentuk Undang-undang tentang tanah atau lebih dikenal dengan
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA/ 1960), akan tetapi persoalan
agraria di Indonesia selama ini terjadi secara dramatis. Masalah agraria
sekarang tentu sangat beda polanya dengan masalah yang terjadi pada tahun
1960-an. Jika pada 1960-an masalah agraria lebih fokus pada masalah akses
seseorang terhadap tanah, namun sekarang permasalahan tersebut lebih
terfokus pada pincangnya hak dan kewajiban atas tanah.® Kepincangan
yang terjadi itu, tidak lepas dari upaya pembangunan (developmentalism)

yang sedang berjalan di Indonesia hingga sekarang ini.

** Endang Suhendar & Yohana Budi Winarni, Petani dan Konflik Agraria.............., hal. 3
* Loekman Soetrisno, “Tanah dan Masa Depan Rakyat Indonesia di Pedesaan” dalam

Untoro Hariadi & Masruchah, Tanah Rakyat dan Demokrasi, (Yogyakarta: LSM-LPSM DIY), hal.

39-43
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c. Ciri-Ciri Pokok Kapitalisme

Ernes Mandel (2006), secara terperinci menyebut lima ciri pokok
kapitalisme sebagai berikut (dalam Bagong Suyanto, 2013)*’. Pertama, di
tingkat produksi, corak kapitalis adalah produksi komoditas, yaitu produksi
yang bertujuan menjual semua hasilnya ke pasar untuk meraih keuntungan
yang sebesar-besarnya. Produksi komoditas merupakan penyangga
kebertahanan ekonomi kapitalis yang melaluinya, kapitalis memperoleh
nilai lebih dari kerja yang dicurahkan pekerja dan nilai lebih yang
terkandung di dalam nilai tukar komoditas yang dihasilkan.

Kedua, produksi dilandasi kepemilikan pribadi atas sarana produksi.
Artinya, kekuasaan mengatur kekuatan produktif—sarana produksi dan
tenaga kerja—bukan milik kolektif, tetapi milik perseorangan, entah dalam
bentuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan perseroan terbatas, atau
kelompok-kelompok penguasa keuangan.

Ketiga, produksi dijalankan untuk pasar yang tidak terbatas dan
berada di bawah tekanan persaingan. Setiap kapitalis berupaya memperoleh
bagian keuntungan terbesar dari keuntungan yang bisa dikeruk dari pasar.
Untuk itu, setiap kapitalis bersaing dengan kapitalis yang lain.

Keempat, tujuan produksi kapitalisme adalah memaksimalkan
keuntungan. Kemampuan bersaing yang berujung pada kemampuan
mengeruk Kkeuntungan yang sebesar-besarnya, mengharuskan kapitalis

menjual komoditas dengan harga yang lebih rendah daripada pesaingnya.

" Bagong Suyanto, Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat
Post-Modernisme, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 81-82
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Untuk itu, kapitalis harus memperluas jaringan produksinya, sehingga
menghasilkan komoditas yang lebih banyak. Cara paling efisien yaitu
dengan meningkatkan kemampuan permesinannya, yang umumnya mahal,
sehingga untuk memenuhinya, kapitalis harus memaksimalkan keuntungan
dengan cara mengembangkan produksinya secara maksimal.

Kelima, produksi kapitalis adalah produksi untuk akumulasi kapital.
Kapitalis membutuhkan sebagian besar nilai lebih yang terkumpul untuk
dicurahkan kembali dalam kegiatan produktif. Nilai lebih yang diambil
diwujudkan menjadi kapital tambahan dalam bentuk mesin-mesin, bahan
baku, dan tambahan tenaga kerja. Nilai lebih ini sedikit mungkin digunakan
untuk konsumsi pribadi yang tidak produktif.

Selain dari kelima ciri-ciri dan karakteristik tersebut, Meghnad Desai
(dalam Suyanto, 2013) menyebutkan bahwa terdapat enam ciri yang
menandai kapitalisme: 1) produksi untuk dijualdan bukannya untuk
dikonsumsi sendiri; 2) adanya pasar, di mana tenaga kerja dibeli dan dijual
dengan alat tukar upah melalui hubungan kontrak; 3) penggunaan uang
dalam proses tukar-menukar yang selanjutnya memberikan peranan yang
sistematis kepada bankdan lembaga keuangan nonbank; 4) proses produksi
atau proses kerja berada dalam kontrol para pemilik modal dan agen-agen
manajerialnya; 5) kontrol dalam peutusan keuangan berada di tangan

pemilik modal, di mana para pekerja tidak ikut serta dalam proses
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pengambilan keputusan itu; dan 6) berlakunya persaingan bebas di antara
pemilik kapital.*®
d. Tahap-Tahap Perkembangan Kapitalisme

Secara garis besar, menurut Bagong Suyanto,*® tahap-tahap
perkembangan kapitalisme dapat dibedakan menjadi empat kategori.
Pertama, kapitalisme murni. Menurut Abercrombie (2010),>° ciri-ciri yang
menandai kapitalisme murni, antara lain: 1) Kepemilikan dan pengendalian
swasta atas sarana produksi, yaitu modal; 2) Aktivitas ekonomi yang
digerakkan untuk mendapatkan keuntungan; 3) Sistem pasar yang mengatur
aktivitas ekonomi; 4) Pengambilan keuntungan oleh pemilik modal; 5)
Pelaksanaan kerja oleh tenaga kerja yang merupakan agen bebas. Secara
teoretis, sebagaimana dikatakan Adam Smith, bagi konsumen atau
masyarakat persaingan pasar yangbebas di dalam tahap kapitalisme murni
berfungsi menurunkan tingkat harga, menyamakan tingkat laba di antara
perusahaan-perusahaan dan mendorong efisiensi dalam produksi.

Kedua, kapitalisme industrial. Kapitalisme industrial dicirikan oleh
seperangkat hubungan sosial antarkelas yang memuungkinkan kelas yang
satu, yang menguasai kapital melakukan eksploitasi terhadap kelas sosial
yang lain. Dalam sistem kapitalisme industrial,masyarakat umumnya

berbelah menjadi dua lapisan sosial: 1) kelas borjuis atau kapitalis

8 Bagong Suyanto, Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat
Post-Modernisme, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 83

* Bagong Suyanto, Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat
Post-Modernisme............ , hal. 85-88

% Nicholas Abercrombie et al., Kamus Sosiologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.
56
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yangmenguasai dan hidup dari dukungan sarana produksi dan uang yang
dimilikinya; 2) kelas proletar yang tidak menguasai sarana produksi apapun
selain kemampuannya bekerja.

Ketiga, kapitalisme monopoli. Menurut Ritzer (2012),>' dalam
kapitalisme monopoli, seseorang atau segelintir kapitalis mengendalikan
suatu sektor ekonomi tertentu. Tahap ini, menurut Suyanto, iklim
persaingan di antara sesama pelaku usaha dan pemilik modal berkembang
makin ketat dan melahirkan sekelompok kecil pemilik modal yang kuat,
yanglebih mampu menguasai pasar. Pada tahap kapitalisme monopoli pula,
ditandai oleh terjadinya pemusatan ekonomi, penguasaan pasar oleh
sejumlah kecil perusahaan besar—bukan persaingan sejumlah besar
perusahaan kecil.

Keempat, kapitalisme lanjut (post-capitalism) atau juga disebut
sebagai late capitalism. Istilah late capitalism berasal dari Mazhab
Frankfurt, dan menunjuk pada bentuk kapitalisme yang datang dalam
periode masyarakat modern dan kini sedang mendominasi era
postmodernisme. Menurut Mazhab Frankfurt, late capitalism ditandai
dengan dua ciri esensial, yakni jaringan kontrol birokrasi dan interpenetrasi
kapitalisme negara.

3. Konflik Struktural Agraria Sebagai Konsekuensi
Menurut analisa Udo Steinbach (1988), konflik dan ketegangan internal

di negara-negara Dunia Ketiga, banyak ditimbulkan oleh kegagalan

°! George Ritzer, Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir
Post-Modern, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 503
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pembangunan ekonomi dan politik. Ringkasnya, sebagian atau semua
fenomena yang berikut akan dapat terlihat: 1) Kelemahan perekonomian
menyebabkan ketidakpuasan, membangkitkan kelompok-kelompok yang ‘tidak
sabar’ dalam masyarakat untuk berusaha merebut kekuasaan; 2) Lembaga-
lembaga politik yang lemah dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan saingan
dalam negara itu; 3) Struktur-struktur sosial tradisional yang telah ketinggalan
zaman diganti oleh kekuatan modernisasi; dan 4) Terabaikannya partisipasi
berbagai kelompok suku atau regional dalam kehidupan ekonomi dan politik
dari negara itu, sehingga menyebabkan meningkatnya ketegangan.>

Dalam konteks persoalan agraria yang terjadi di Kabupaten Sumenep,
point 1 dan 4 sangat berpotensi menimbulkan konflik struktural. Lemahnya
perekonomian masyarakat petani di Sumenep telah mampu mengundang
ketidaksabaran suatu kelompok sehingga melahirkan sebuah kekuatan baru
yang disebut kaum Kkapitalis, di mana keberadaannya menjadi sangat
meresahkan. Keresahan tersebut dipicu oleh ketakutan dari masyarakat karena
pengalihan status penguasaan tanah dari petani kepada kapitalis sehingga
beralih pula fungsi agraria di Desa Andulang Kecamatan Gapura Sumenep.

Konflik struktural dalam masalah agraria dalam dekade terakhir ini, tidak
jauh berbeda dengan konflik agraria pada masa Orde Baru. Konflik agraria ini
terjadi bukan karena hubungan-hubungan sosial ‘internal’ desa, seperti
pertentangan antara tuan tanah dengan buruh tani, atau antara petani dengan

pangreh praja soal penarikan pajak. Melainkan, karena hubungan-hubungan

>2 Christoph Bertram, Third World Conflict & International Security, (Bina Aksara: Jakarta,

1988), 54
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sosial yang bersumber dari ‘eksternal’, yakni konflik berhadap-hadapan dengan
pihak ‘luar desa’, baik modal besar maupun modal kecil.>
a. Akar Konflik Agraria

Menurut Noer Fauzi (1999),> terdapat sejumlah konflik utama yang
kemudian menjadi akar terjadinya konflik agraria: pertama, pemerintah
mewajibkan petani untuk mempergunakan unsur-unsur Revolusi Hijau,
demi tercapai-terjaganya swasembada beras. Unsur-unsur Revolusi Hijau
tersebut seperti bibit unggul, pupuk pabrik dan pestisida, irigasi, mesin-
mesin traktor, dan organisasi peroduksi-distribusi seperi perlbagai fasilitas
kredit, organisasi KUD yang meonopoli pemasan, juga BULOG, sebagai
penjaga harga beras agar tetap stabil.

Kedua, perkebunan-perkebunan mengambil alih tanah-tanah yang
sebelumnya dikuasai oleh rakyat. Dalam hal ini jelas, perluasan perkebunan
membutuhkan tanah sebagai modal utamanya. Hampir semua telah
didayagunakan oleh petani kecil. Sejarah telah menunjukkan bahwa
pemerintah menyokong usaha-usaha modal besar dalam usaha mencerabut
petani dari hubungannya dengan tanah, dengan mamnfaatkan peluang “tidak
terjaminnya hak hukum petani atas tanah”. Fakta ini menjelaskan bahwa
mandulnya UUPA 1960, yang didalamnya dengan tegas berisi tentang

dukungan hukum tentang hubungan petani dengan tanahnya.

%3 Loekman Soetrisno, “Politik Agraria dan Penghargaan Hak Rakyat atas Tanah”,
makalah pada Rakernas YLBH di Yogyakarta, 13-15 Februari 1991.

> Noer Fauzi, Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia,
(Yogyakarta; Pustaka Pelajar dll., 1999), hal. 197-202
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Ketiga, terdapat sejumlah kasus di mana pemerintah melakukan
pengambilan (penggusuran) tanah untuk sebuah program bernama
“pembangunan”, baik oleh pemerintah sendiri maupun swasta. Hal ini,
dalam perspektif peneliti, tidak berbeda jauh dengan penggusuran dan
pengambilan dengan berbagai intrik yang terjadi pada sejumlah tempat di
Sumenep, hanya saja perbedaannya lebih rapi, di mana pemerintah (dalam
hal ini pemerintah daerah) melakukkan kerjasama dengan pihak swasta yang
datang dari kelas kapitalis untuk menggunakan tanah-tanah petani sebagai
lahan akumulasi modal, seperti yang terjadi di lokasi penelitian.

Keempat, konflik akibat eksploitasi hutan. Melalui Hak Penguasaan
Hutan, pemerintah memberikan keleluasaan pada swasta untuk
mengeksploitasi hutan. Sementara itu, hak-hak adat atas tanah (di mana oleh
UU disebut sebagai Hak Ulayat) tidak dipedulikan oleh pemegang kuasa
Hak Penguasaan Hutan. Bahkan lebih dari itu terdapat klausal dalam
Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1970 yang menyebutkan: “Demi
keselamatan umum di areal hutan yang sedang dikerjakan dalam rangka
pengusahaan hutan, pelaksanaan hak rakyat untuk memungut hasil hutan
dibekukan.”

Konflik-konflik tersebut terjadi di bawah kepemimpinan Soeharto
sebagai penguasa Orde Baru kala itu. Konflik-konflik tersebut bukan tidak
mungkin akan kembali terjadi dalam suatu pemerintahan di mana kaum
penguasa berpihak kepada kelas kapitalis. Sebab, sebagaimana pandangan

Noer Fauzi bahwa sistem kapitalisme di Indonesia tidak sama dengan
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kapitalisme di negara-negara Barat, kapitalisme Indonesia merupakan
warisan kapitalisme masa feodal.
. Varian-Varian Konflik Agraria

Sebuah analisa dari Nasikun (1995) yang disederhanakan di hadapan
teorisasi modernisasi, kekuatan dan limitasi teorisasi Marxis tentang tempat
petani kecil di dalam perkembangan kapitalisme. Nasikun berpendapat
bahwa terdapat tiga varian teorisasi Marxis tersebut.>® Varian pertama,
disebut juga sebagai teori Marxis klasik (hal ini terutama diungkapkan
melalui Lenin dan Kautsky) yang menjelaskan sebuah argumen mengenai
logika kapital di dalam masyarakat-masyarakat agraria. Argumen mereka
menyatakan bahwa: 1) dampak transformatif kapitalisme, adalah bahwa
kelas petani akan terdiferensiasi sepanjang garis kelas; 2) perkembangan
kapitalisme di sektor pertanian, seperti halnya di dalam industri, akan
menghasilkan dua pola kelas yang saling bertentangan, yakni kelas borjuasi
pedesaan dan kelas proletar pertanian.®

Varian kedua, dikenal dengan varian teori artikulasionis, mencoba
menjelaskan fenomena bertahannya kelas petani kecil di dalam proses
perkembangan kapitalis di masyarakat negara-negara sedang berkembang
dengan menurunkan argumennya secara langsung dari tradisi pemikiran

Althusserian dari kaum Marxis strukturalis Prancis. Menurut penganut teori

% Arus besar teorisasi konflik Marxian mengenai petani dipakai oleh Nasikun dalam rangka

menjawab suatu pertanyaan: mengapa petani kecil tetap bertahan?. Lihat: Nasikun,
“Perkembangan Konflik Pertanahan di Indonesia dalam Era Pembangunan” dalam Tanah, Rakyat
dan Demokrasi, ed. Untoro Hariadi & Masruchah, (Yogyakarta: Forum LSM-LPSM DIY, 1995),

% bid, hal. 61
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arikulasionis, tetap bertahannya kelas petani kecil di dalam perkembangan
kapitalis setidaknya mengindikasikan terjadinya artikulasi mode produksi
pra-kapitalis dan kapitalis, yang dimungkinkan oleh karena mode pertama
memiliki fungsi menguntungkan perkembangan, dan mode kedua dengan
menyediakan “supply” tenaga kerja yang murah.>’

Dalam varian ketiga, terdapat sebuah penjelasan mengapa kelas petani
kecil, sebagai produsen kecil komoditi (petty commodity pro-ducers) bukan
dilihat sebagai bagian dari mode pra-kapitalis, melainkan dilihat sebagai
bagian tidak terpisahkan dari mode produksi kapitalis sebagaimana
dimaksudkan oleh varian teori artikulasionis. Wan Hasyim (dalam Nasikun,
1995) mengingatkan akan apa yang dikatakan Marx bahwa produksi dan
sirkulasi komoditi merupakan prasyarat bagi mode produksi kapitalis.
Hasyim dalam bukunya: Peasnt Under Peripheral Capitalism (1988)
menganggap bahwa generalisasi produksi komoditi bisa dipandang sebagai

the necessarry and sufficient conditions bagi perkembangan kapitalis.>®

> Melalui penjelasan tersebut, varian teori arikulasionis menjadi tidak berbeda dengan dan
mengidap kelemahan teori struktural fungsional, dan yangmenadikannya secara mendasar
bertentangan dengan dan menolak konsep Marxis tentang kontradiksi antara berbagai mode
produksi. Ibid, hal. 62-63

% Dalam keterkaitan ini, Hasyim bependapat bahwa di dalam proses transformasi cara
produksifeodal menjadi mode produksi kapitalis, meskipun hubungan antara petani kaya (tuan
tanah) dan petani “produsen langsung” (petani kecil) nampaknya tidak mengalami perubahan,
landasan struktural hubungan antara keduanya mengalami perubahan yang mendasar. Dengan
mengintegrasikan tenaga kerja di bawah kekuasaan kapital, hubungan produksi baru pada
hakikatnya telah terjadi. Ibid., hal. 64
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C. TEORI KONFLIK KARL MARX, IBNU KHALDUN DAN DAHRENDROF
1. Peta Teori Karl Marx; Analisa Konflik dalam Enclosure

Karl Marx dilahirkan pada tahun 1818, tepat setahun sesudah perang
Napoleon, dan setahun sebelum David Ricardo (1772-1823) meluncurkan buku
The Principal of Political Economy, yang membuat jejaknya tercatat dalam
sejarah. Sebuah kota di Jerman bernama Trier, tepatnya di dekat perbatasan
Prancis, Marx lahir. Kelahiran Marx ditandai oleh panasnya gerakan revolusi di
Inggris, Revolusi Industri sehingga muncul kemudian berbagai pabrik-pabrik
produksi yang menyapu bersih seluruh Eropa.*

Dalam teori konflik, hal penting yang tidak dapat dilepaskan terutama
adalah sumbangan pemirikiran Karl Marx. Terutama mengenai kapitalisme dan
berbagai dinamika sekaligus kontradiksi-kontradiksi di  dalamnya.
Strukturalisme kapitalis sebagaimana terjadi dalam sejarah sebelumnya di
Eropa Barat, telah menunjukkan pemisahan antara pemilik modal dan manajer-
manajernya termasuk struktur di bawahnya memperlihatkan bahwa kelompok
yang pertama itu tidak berguna lagi dan tidak mempunyai peran permainan
langsung dalam proses produksi.

Anthony Giddens dalam Capitalism and Modern Social Theory: an
Analysis of Writing of Marx, Durkheim and Max Weber (1986)
menggambarkan secara menarik perspektif konflik Karl Marx yang terjadi

dalam sistem kapitalisme. Giddens menulis:

> David Smith & Phil Evans, Das Kapital Untuk Pemula, (Yogyakarta: Insist Press, 1983),
hal. 7
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“.....kapitalisme seperti halnya dengan kasus masyarakat yang
mendahuluinya di dalam sejarah Eropa Barat, adalah suatu sistem
yang tidak stabil dan tak mungkin dihindarkan, dibangun di atas
antagonisme, yang hanya bisa ditanggulangi dengan perubahan-
perubahan yang secara bertahap akan menghancurkannya.
Kontradiksi-kontradiksi ini tertutama sekali berasar dari sifat
kelasnya: dari pola hubungan simetris antara buruh-upah dan
modal. Pengoperasian cara produksi kapitalis tidak bisa dielakkan
menjadi pendorong sistem kapitalis menuju kehancurannya”.®
Dalam penjelasan tersebut, sistem kapitalisme seringkali membawa
dampak yang menimbulkan suatu kontradiksi antar-berbagai elemen yang
terlibat di dalamnya. Hal ini terutama terjadi ketika dalam proses operasional
sistem kapitalisme tersebut didahului oleh sikap-sikap antagonistik, sehingga
rawan berpotensi konflik baik dalam konteks masyarakat industrial-teknologis
maupun tradisional-agraris. Sikap-sikap demikian terefleksi dalam proses
akumulasi kapital dan akumulasi primitif serta pengambil-alihan sumber
produksi.
a. Akumulasi Kapital (Capital Accumulation)

Ajaran Karl Marx dalam Das Kapital juga membahas mengenai
bagaimana kaum kapitalis membuat sebuah langkah dalam rangka
mengumpulkan modal. Di dalam teori capital accumulation-nya, Marx
mencoba menggambarkan bagaimana orang-orang menghubungkan uang

dalam dua pandangan: 1) pengusaha kecil atau pekerja menggunakan

uangnya dalam rangka membeli; 2) orang yang menggunakan uangnya

% Anthony Giddens, Capitalism and Modern Social Theory: an Analysis of Writing of
Marx, Durkheim and Max Weber, (Ul-Press: Jakarta, 1986), 73.
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untuk membeli suatu komuditas dalam rangka dijual kembali agar mendapat
untung yang lebih besar.®

Dalam tipe yang pertama, Marx gambarkan sebagai Komoditas-Uang-
Komoditas (K-U-K), di mana ketika uang adalah langkah dari jalan
membuat komoditas lalu menjual komoditas. Contohnya, seorang membuat
atau menjual suatu komoditas untuk mendapatkan uang, lalu uang tersebut
dipakai untuk mendapatkan makanan, perumahan dan komoditas lain. Ini
sama halnya dengan para pekerja, yang menjual kemampuannya dengan
bekerja (tidak untuk hoby) tapi untuk mendapat uang sebagai alat untuk
mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

Akan tetapi dalam tipe kedua, Marx menggambarkan sebagai Uang-
Komoditas-Uang (U-K-U), di mana nilai uang digunakan untuk suatu
komoditas agar dapat meraup keuntungan yang lebih besar. Dalam hal ini,
uang dijadikan sebagai langkah awal untuk mengumpulkan uang dengan
jumlah yang lebih besar. Inilah yang oleh Karl Marx disebut sebagai capital
accumulation (akumulasi kapital). “Keuntungan sebanyak-banyaknya
dengan modal sekecil-kecilnya” merupakan sebuah moto dari kaum
kapitalis. Uang yang digunakan untuk memperbesar jumlah uang itu disebut
sebagai “self-expanding money” atau modal. Ketika modal diinvestasikan,
maka uang akan memiliki ‘nilai lebih’ yang memiliki 3 bentuk dasar, yakni:

keuntungan (profit), bunga, dan sewa.

®! David Smith & Phil Evans, Das Kapital Untuk Pemula............, hal. 72-73
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Konsepsi mengenai kapital ini pertama kali memang dikemukakan
dalam Das Kapital Jilid I bagian Il dengan istilahnya M-C-M’ (Modal-
Comodity-Modal yang bertambah). Menurut Marx, kaum kapitalis tidak
akan sembarangan dalam mengeluarkan uang (M) untuk membeli barang
atau komoditi (C) yang kemudian akan dijualnya kembali dalam rangka
mengumpulkan uang dalam jumlah yang lebih besar dari modal sebelumnya
(M’). Lebih dari itu, Marx telah berdalih bahwa nilai lebih (laba) akan
diperoleh tergantung dalam proses produksi. Sehingga, Marx kemudian
membuat suatu formal ini: M-C...P...C’-M’.%

M-C...P...C’-M’ merupakan sebuah model yang menggambarkan
bagaimana proses produksi tersebut berjalan, di mana modal awal (M)
kemudian dibelanjakan untuk sebuah komoditas kemudian mengubah
seperangkat komoditi (C) tersebut melalui proses produksi (P) menjadi
sesuatu komoditi berbeda yang mempunyai nilai lebih tinggi (C’) sehingga
akan memperoleh uang dalam jumlah yang lebih besar (M”).

. Akumulasi Primitif

Dalam proses akumulasi kapital seperti yang telah disinggung di atas,
Marx kemudian menganalisis kapitalisme sebagai suatu sistem yang
memproduksi dirinya. Dalam analisis ini, Marx menyebutkan bahwa sekali
kapitalisme ada, ia akan memproduksi dirinya sendiri dalam sekala yang
selalu meningkat, lebih besar dan makin besar. Dalam rangka eksistensi

kapitalisme, pertama-tama apa yang Marx sebut sebagai akumulasi primitif

%2 Anthony Brewer, 4 Guide to Marx’s Capital, penrj. Jaebaar Ajoeb (Jakarta: TePLOK

Press, 2000), hal. 134-135




47

yang menjadi asal-usul akumulasi dari kapital sebelum adanya konsepsi
mengenai nilai lebih.®

Dalam tendensi demikian, asal-muasal terakumulasinya modal kapital
selalu tertuju pada proses eksistensialisasi pemilahan penduduk dalam dua
kelas, yakni kaum kapitalis dan kaum pekerja merdeka. Seperti yang Marx
katakan dalam Das Kapital bahwa: “Prosesnya...ia mengambil dari pekerja
alat-alat produksi yang dimiliki... mengubah di satu pihak, peralatan sosial
untuk penyambung hidup dan alat-alat produksi menjadi kapital, di lain
pihak, produsen langsung menjadi pekerja upahan.”®

Proses akumulasi modal sebagai proyek kapitalisme akan selalu
mengehendaki lahirnya kelas baru yakni proses akumulasi kelas primitif.
Timbulnya akumulasi  primitif ini  tidak bisa dilepaskan dari
pengambilalihan penduduk pertanian dari tanah-tanah mereka seperti yang
akan dipaparkan selanjutnya. Sederhananya, dalam proses akumulasi modal-
kapital akan selalu diiringi oleh pembentukan kelas baru, yakni kelas
pekerja.
. Pengambil-alihan atau Enclosure

Apa yang disebut Marx sebagai enclosure, sebenarnya sudah terjadi
sejak lama, yakni jauh sebelum Revolusi Industri di Inggris. Enclousure
secara harfiah adalah pemagaran, tetapi dalam istilah diartikan sebagai suatu
proses pergeseran penguasaan tanah yang mengakhiri hak-hak tradisional

melalu mekanisme pengaplingan tanah-tanah yang berciri sumber daya

% Ibid., hal. 120
% Ibid., hal. 121
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bersama menjadi tanah-tanah pribadi dengan batasan-batasan yang tegas.
Enclosure juga diartikan sebagai ‘“‘sejarah pemisahan produser dari alat
produksinya”.®®

Dalam proses akumulasi kapital, kaum kapitalis menciptakan suatu
sistem yang mereproduksi diri menjadi reproduksi kapital dalam skala yang
makin meningkat dan meluas. Meskipun dalam Das Kapital Buku Il dan
Das Kapital Buku Ill-nya, Karl Marx tidak secara langsung menyebut
“enclosure” atau pengambil-alihan sebagai bagian dari analisisnya. Namun,
Marx lebih banyak menyinggung proses enclosure tersebut dalam praktik
akumulasi primitif, yakni suatu proses pembentukan kelas pekerja merdeka
oleh kaum kapitalis sehingga menciptakan dua kelas sosial antara yang
mendominasi dan yang didominasi. Sebagaimana ditulis Marx dalam Das
Kapital Buku I1l-nya.

“Di lain pihak ia merusak dan menghancurkan produksi petani
kecil dan burjuis kecil, singkatnya semua bentuk di mana produsen
masih tampil sebagai pemilik alat-alat produksinya. Dalam cara
produksi kapitalis yang berkembang, pekerja bukan pemilik
kondisi-kondisi  produksinya, pertanian yang dibudi-dayakan,
bahan mentah yang ia garap, dsb. Alienasi kondisi-kondisi produksi
dari produsen ini, namun, bersesuaian di sini dengan suatu revolusi
sungguh-sungguh di dalam cara produksi itu sendiri. Para pekerja
yang terisolasi dikumpulkan bersama dalam pabrik-pabrik yang
besar untuk kegiatan yang dikhususkan dan saling berkaitan; alat
digantikan oleh mesin. Cara produksi itu sendiri tidak lagi
mengijinkan fragmentasi perkakas produksi yang terkait dengan
kepemilikan kecil, tidak bedanya dengan tidak diperkenankannya
isolasi para pekerja itu sendiri. Dalam produksi kapitalis, riba tidak
dapat; lebih lama lagi menceraikan kondisikondisi produksi dari

produsen, karena mereka memang sudah diceraikan”.®

% Moh. Shohibuddin, Memahami Dimensi-Dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat, (Jakarta:
AMAN-ICCO, 2010), hal. viii

% Karl Marx, Capital; A Critique of Political Economy Volume Il The Process of
Circulation of Capital, penrj. Oey Hay Joen, (London: Penguin Classics, 1992), hal. 598
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Dalam analisa Marx, proses pengambil-alihan ini terjadi pada sekitar
tahun 1400-an. Marx mengambil konteks sejarah di Inggris ketika itu adalah
bangsa dari petani yang memiliki dan mengusahakan tanah mereka sendiri.
Marx kemudian menyimpulkan bahwa titik pusat dari akumulasi modal
adalah terlemparnya para petani ini dan mengubahnya menjadi proletariat.
Pada sekitar abad ke-17, negara kemudian mengubah pemihakannya dan
mulai menggalakkan pemagaran tanah-tanah umum dan membuang para
petani.®’

Berbagai alat produksi seperti mesin-mesin, bangunan, bahan dasar,
sumber daya alam, dan alat-alat lain yang dibutuhkan dalam proses produksi
merupakan sesuatu yang memiliki nilai penting. Ke semua itu kemudian
yang menggabungkan antara antara energi manusia (sebagai tenaga kerja)
dengan sumber-sumber produksi (alat-alat produksi). Ketika sumber
produksi di kontrol oleh produsen langsung, tenaga kerja dan alat produksi
dikombinasikan secara organis.®®

Dalam pengambil-alihan ini, Marx mengungkapkan dengan sangat
menarik dalam Das Kapital: “Kemudian ambilah tanahnya, sumber-sumber
energi, rebut alat-alatnya. Apa yang tersisa? Seorang pengembara yang tak

berakar yang hanya memiliki tenaga kerja”.%°

%7 Pada waktu itulah kaum tani tidak lagi menjadi kenangan bahkan di Inggris sendiri.

Pertanian kapitalis sudah ditegakkan dan suatu proletariat yang merdeka telah diciptakan untuk
industri perkotaan. Ibid., hal. 122-123

%8 Seorang petani, yang menanam jagung, atau kedelai. Kebutuhan atas alat-alat dan bahan

material untuk produksinya, yang telah tercukupi atas kepemilikannya pada benda-benda tersebut,
dengan mudah dapat mewujudkan tujuan produksi dengan menggunakan secara efektif seluruh
sumber-sumber produksi ini. Hasil produksinya pun independen, dan mencukupi diri sendiri.
Lihat: David Smith & Phil Evans, Das Kapital Untuk Pemula............ , hal.89

% Ibid., 89
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Dari beberapa catatan teoretis tentang bagaimana perspektif konflik
yang disusun Karl Marx ini, setidaknya dapat dikontekstualisasikan ke
dalam analisis persoalan penguasaan tanah oleh kapitalis di Desa Andulang
Kecamatan Gapura Sumenep. Kontekstualisasi teoretis ini mengacu pada
bagaimana dampak sosial kapitalisme agraria yang terjadi. Dalam
memahami ini, dapat disederhanakan bahwa, proses kapitalisasi agraria di
Desa Andulang Kecamatan Gapura Sumenep ini memiliki tiga hal, yakni:
pertama, merekam bagaimana proses akumulasi kapital (capital
accumulation) yang dilakukan oleh para investor; kedua, merekam
bagaiman potensi pembentukan kelas baru (yakni kelas proletariat) yang
disebut dengan proses akumulasi primitif, dan; ketiga, merekam bagaimana
terjadinya pengambil-alihan lahan pertanian oleh investor di Desa Andulang
Kecamatan Gapura Sumenep.

2. Peta Teori Ibnu Khaldun; Analisa Konflik dalam Konsep Ashobiyah

‘Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibn Khaldun atau —yang lebih akrab
dipanggil—Ibnu Khaldun, lahir di Tunisia tanggal 27 Mei 1332 M. lbnu
Khaldun dilahirkan dari keluarga yang terkemuka dalam bidang ilmu
pengetahuan maupun politik. Kakeknya yang bernama Khaldun bin al-Khattab,
secara langsung telah menyaksikan pertumbuhan dan kemunduran kekuasaan
Islam di Spanyol, hingga di tahun 1248 kakeknya berangkat ke Maroko
menjelang kejatuhan Seville. Riwayat Ibnu Khaldun diketahui kalau asal-usul

hidupnya ialah berasal dari Hadhramaut Yaman Selatan. Pada tanggal 16 Maret
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1406 M., Ibnu Khaldun wafat dan dimakamkan di kawasan pemakaman orang
sufi di Kairo.

Sebagaimana kita pelajari, Ibnu Khaldun adalah pemikir sosial Islam
yang terkenal dengan karya besarnya, Mugaddimah. Meski realitas dan kondisi
sosial yang dialami Ibnu Khaldun pada abad XIV memiliki konteks sosial
tersendiri dan memiliki perbedaan yang amat jauh dibandingkan dengan
realitas dan kondisi sosial sekarang di abad XXI, akan tetapi pemikiran dan
ide-idenya, terutama mengenai konflik, masih sangat relevan untuk digunakan
dalam pemecahan problematika sosial dewasa ini.

Dalam kerangka teoretik ini, peneliti akan mencoba menjelaskan
bagaimana Ibnu Khaldun memberikan suatu perspektif konflik. Suasana
konflik itu dapat terjadi terutama dalam konteks penelitian yang akan
dilakukan ini, yakni masalah penguasaan tanah yang terjadi di Desa Andulang
Kecamatan Gapura. Perspektif konflik dari Ibnu Khaldun lebih memfokuskan
bagaimana potensi konflik itu terjadi dengan analisa pada konsep yang oleh
Ibnu Khaldun disebut: ashobiyah.

Dalam Mugaddimah-nya telah dipaparkan bahwa konflik juga dapat
terjadi dalam kondisi masyarakat di mana penguasa dan pengusaha saling
berkolaborasi untuk dapat menguasai sumber ekonomi di masyarakat. Hal ini
sangat lihai ditulis oleh Hakimul Ikhwan Affandi dalam bukunya: Akar Konflik

Sepanjang Zaman; Elaborasi Pemikiran Ibnu Khaldun:

“Ibnu Khaldun menjelaskan bagaimana proses kolaborasi antara
penguasa politik dengan penguasa ekonomi terjadi. Menurutnya,

"® Hakimul Ikhwan Affandi, Akar Konflik Sepanjang Zaman........., hal. 27
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seseorang yang memiliki banyak modal dan menguasali

perekonomian akan membutuhkan proteksi atau perlindungan serta

wibawa dari seorang pemegang kekuasaan (politik). Hal ini
dikarenakan persaingan yang terjadi antar-elite dalam penguasaan
sumber-sumber ekonomi.” ™*

Kolaborasi antara penguasa politik dengan pengusaha sebagai pemilik
modal dalam konteks penguasaan tanah di Desa Andulang, cukup menarik
untuk dikaji lebih mendalam. Terutama bagaimana dua kekuatan yang dominan
tersebut (baca: pengusaha dan penguasa) memberikan dampak sosial yang
cukup luas. Dalam dampak sosial itu bukan hanya terjadi pada aspek
materialistis atau penguasaan tanah itu sendiri, namun lebih dari pada itu juga
berpotensi merusak kohesivitas di dalam masyarakat. Norma-norma dan nilai-
nilai sosial yang sebelumnya terbangun amat kuat di dalam relasi sosial
masyarakat terutama yang telah membentuk suatu pranata sosial tertentu dalam
konteks masyarakat Sumenep secara umum perlahan tapi pasti akan mengalami
pemudaran dan kehancurannya sendiri.

Dalam hal ini, Ibnu Khaldun dalam Mugaddimah-nya mendeskripsikan
bahwa dalam rangka memuluskan langkah investor kemudian mendekati

(bahkan mengendalikan) penguasa politik di desa tersebut, seperti yang

ditulisnya:

“Therefore, the owner of property and conspicuous wealth in a
given civilization (community) needs a protective force to defend
him, as well as a rank a on which he may rely. (This purpose may
be met by) a person related to the ruler, or a close friend of (the
ruler), or a group feeling that the ruler will respect. In its shade, he
may rest and live peacefully, safe from hostile attacks. If he does

™t Hakimul Ikhwan Affandi, Akar Konflik Sepanjang Zaman; Elaborasi Pemikiran lbnu

Khaldun, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2004), 104.
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not have that, he will find himself robbed by all kinds of tricks and

legal pretexts”.”

Kekuasaan politik sebagai kekuatan dalam mengendalikan masyarakat,
memiliki faktor penting dalam berjalannya proses sosial. Segala kemungkinan
yang terjadi dan dalam kondisi sosial di mana pun tidak akan lepas dari faktor
kepentingan terutama dalam hal penguasaan. Oleh sebab itu, posisinya
memiliki peran strategis sehingga amat dibutuhkan.

Begitupula dalam konteks penelitian ini ketika kaum kapitalis atau
investor ingin memperkuat posisinya di tengah-tengah masyarakat juga akan
memerlukan kekuatan penguasa yang dapat mendukung segala aktivitas yang
dijalankan. Proses akumulasi modal (seperti diistilahkan Karl Marx) akan
berjalan lancar ketika didukung dengan backing kekuasaan politik. Pada
gilirannya, kaum kapitalis atau investor membuat sebuah “kolaborasi
kepentingan” yang oleh Ibnu Khaldun dideskripsikan dalam konsep ashobiyah.

Dalam kerangka teoretik ini, perspektif konflik dari Ibnu Khaldun
menjelaskan mengenai bagaimana kelompok penguasa dan pengusaha
saling berkolaborasi untuk memperkuat basis kekuasaannya dalam rangka
menguasai tanah-tanah milik penduduk Desa Andulang Kecamatan Gapura
Sumenep. Dari sinilah kemudian dapat dipahami bahwa kontekstualisasi
teori konflik Ibnu Khaldun adalah ingin mencari dan memahami bagaimana

kolaborasi kepentingan itu berjalan di lokasi penelitian, sekaligus juga

"2 Kekuatan politik tersebut bisa datang dari Raja atau orang-orang yang punya hubungan
dekat dengannya (teman atau keluarga). Di bawah proteksi penguasa politik, maka seorang
pemilik modal akan dapat tenang dan terbebas dari ancaman musuh-musuhnya. Bahkan, ia
sekaligus mendapatkan kewibawaan karena kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan. Lihat:
Ibnu Khaldun, The Mugaddimah Translated From Arabic by Frans Rosenthal, (New York:
Princenton University Press, 1997) hal. 464.
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mencoba meneliti sebesar apa dampak kolaborasi kepentingan itu sehingga
melahirkan konflik dalam struktur sosial masyarakat.
3. Peta Teori Ralf Dahrendorf; Analisa Konflik dalam Realitas Kelompok
Kepentingan
Ralf Dahrendorf lahir di Hamburg Jerman, tepatnya pada tanggal 1 Mei
1929, namun Dahrendorf dibersarkan di Berlin. Ayahnya, Gustav Dahrendorf,
adalah seorang politisi pada Demokrat Sosial. Dahrendorf tidak jauh berbeda
dari ayahnya, seorang penentang aktif rezim Nazi. Meskipun masih sekolah,
Dahrendorf pernah ditangkap dan ditahan di sebuah kamp di Frankfurt-an-der-
Order di tahun terakhir Perang Dunia Il. Secara terang, Dahrendorf
berkomentar bahwa ia telah mengalami perasaan pembebasan dua kali dalam
hidupnya: sekali ketika Tentara Merah membebaskan Berlin; kedua, ketika ia
dan ayahnya diselundupkan oleh Inggris ke luar kota itu.” Dahrendorf
berpulang pada tahun 2009 lalu dan meninggalkan sejumlah karya yang sangat
penting.
Meskipun  Dahrendorf adalah salah seorang tokoh pengkritik
fungsionalisme struktural dan merupakan citra diri “ahli teori konflik”, akan
tetapi Dahrendorf telah melahirkan sebuah kritik penting terhadap suatu

pendekatan yang pernah dominan dalam sosiologi.”* Dasar teori konflik

® Wit Astuti, “Teori Konflik Ralf  Dahrendorf” diunduh dari
http://witiastuti21.blogspot.co.id/2014/05/teori-konflik-ralf-dahrendorf.html  pada tanggal 5
November 2016.

" Pendekatan tersebut pernah gagal dalam menganalisa masalah konflik sosial. Menurut
Dahrendorf, proses konflik sosial itu merupakan kunci bagi struktural sosial. Bersama dengan
Coser, Dahrendorf telah berperan sebagai corong teoretis utama yang menganjurkan agar
perspektif konflik dipergunakan dalam rangka memahami dengan lebih baik fenomena sosial yang
terjadi. Lihat: Margaret M Poloma, Contemporary Sociological Theory, (Jakarta: Raja Grafindo,
2007), hal. 130
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Dahrendorf adalah penolakan dan penerimaan parsial serta perumusan kembali
teori Karl Marx, dimana dalam penyangkalan tersebut Dahrendorf
menunjukkan beberapa perubahan yang terjadi dalam masyarakat industri sejak
abad kesembilan belas.”

Secara umum teori konflik Dahrendorf adalah mengenai masyarakat
yang terbagi dalam dua kelas atas dasar pemilikan kewenangan (authority),
yakni kelas yang memiliki kewenangan (dominan) dan kelas yang tidak
memiliki kewenangan (sebjeksi). Dalam perspektif teori ini, masyarakat
terintegrasi karena adanya kelompok kepentingan dominan yang menguasai
masyarakat banyak.”® Dalam struktur sosial, terdapat kenyataan adanya
berbagai perbedaan kepentingan pada masing-masing kelompok sosial
berdasarkan sebuah wewenang yang menjadi tanggung jawab individu yang
berada di dalam suatu lembaga atau organisasi sosial.

Hal ini sangat terang dijelaskan oleh Ralf Dahrendorf sebagaimana
ditulis dalam karya terkenalnya berjudul, “Class and Class Conflict in
Industrial Society™:

“Kelas-kelas, yang diartikan sebagai kelompok-kelompok yang

muncul dari struktur wewenang perserikatan yang dikoordinasi

secara memaksa itu, berada dalam suasana pertentangan. Kalau kita

ingin  memahami hukum dari fenomena ini, kita harus

mempertanyakan: apakah akibat-akibat sosial yang diharapkan dan
yang tak diharapkan dari pertentangan serupa itu? Pembahasan

"> Perubahan-perubahan itu adalah: 1) dekomposisi modal, 2) dekomposisi tenaga kerja,
dan 3) timbulnya kelas menengah baru. Lihat: Ibid, hal. 131

"® Teori konflik Dahrendorf justeru merupakan kritik atas teori Marx, terutama menyangkut
dua hal, yaitu bahwa: 1) teori Marx mencampuradukkan antara teori sosiologi yang empiris (dapat
diuji kebenarannya secara faktual) dan konsep-konsep yang bersifat filosofis yang tidak dapat
diverifikasi dengan fakta-fakta; 2) kapitalisme berubah bukan melalui revolusi sosial, akan tetapi
melalui proses transformasi. Lihat: Elly M. Setiadi & Usman Kolip, Pengantar Sosiologi:
Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial; Teori, Aplikasi dan Pemecahannya, (Jakarta:
Prenada Media, 2011), hal. 367-368
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terhadap pertanyaan ini, hampir tak terelakkan mencakup

pertimbangan nilai (value judgments) tertentu”.”’

Penjelasan Dahrendorf mengenai dua kelompok yang saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnya, memiliki wewenang dan fungsi kepentingan
yang berlainan sesuai dengan nilai dan tujuan yang dianut dari masing-masing
kelompok tersebut. Dahrendorf kemudian mencoba mempertanyakan
bagaimanakah dampak sosial (baik dampak atau akibat sosial yang diharapkan
maupun dampak sosial yang tidak diharapkan) dari dua kelompok kepentingan
yang saling bertentangan. Kepentingan tersebut tentu sangat erat kaitannya
dengan nilai-nilai yang melekat pada dua kelompok kepentingan tersebut.
Selanjutnya, Dahrendorf kemudian menjelaskan mengenai sifat dan orientasi
keduanya yang saling bertentangan:

“Pertama, berdasarkan pertimbangan nilai, saya tak ragu-ragu

untuk menegaskan bahwa masih kuatnya pilihan terhadap konsep

mengenai masyarakat yang mengakui pertentangan sosial sebagai
suatu gambaran yang esensial dari struktur dan proses sosial.

Kedua, dan benar-benar terlepas dari pertimbangan nilai, masih

terhadap preferensi yang sangat kuat terhadap pendirian bahwa

pertentangan sosial itu, jika tidak dapat diaggap ‘fungsional’,

mempunyai akibat-akibat yang sangat penting terhadap proses

sosial.”.’

Dalam hal ini, Dahrendorf mencoba untuk sedikit lebih bijak terkait
dengan kepentingan dua kelompok yang saling bertentangan itu, terutama
dalam hal pertimbangan nilai yang dianutnya. Akan tetapi, dalam pertentangan

apapun, Dahrendorf tetap berpandangan bahwa pertentangan itu memiliki nilai

" Dalam hal ini, Dahrendorf mengomentari mengenai adanya dua nilai dalam realitas sosial
mengenai konflik atau pertentangan dalam masyarakat, yakni: konflik bersifat ‘baik’ sehingga
diinginkan, dan konflik bersifat ‘buruk’ yang tak diinginkan. Lihat: Ralf Dahrendorf, Class and
Class Conflict in Industrial Society, penrj. Drs. Ali Mandan, (Rajawali: Jakarta, 1986), 255.

"® Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society, penrj. Drs. Ali Mandan,
(Rajawali: Jakarta, 1986), 255-256
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yang sangat erat kaitannya dengan karakter struktur masyarakat dan proses
sosial yang terjadi pada suatu masyarakat. Jadi, ideologi dan karakteristik suatu
kelompok tersebut amat lekat kaitannya dengan pola konflik yang terjadi.
Selain itu, jika kemudian tidak dikaitkan dengan nilai sama sekali,
pertentangan tersebut tetap memiliki dua konsekuensi yang non-destruktif.
Artinya, suatu pertentangan dari dua kelompok kepentingan selain mempunyai
fungsi, juga merupakan aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu
proses sosial dalam masyarakat, entah proses sosial menuju pada hal yang lebih
baik ataupun sebaliknya. Begitulah Dahrendorf mendefinisikan konflik sebagai
akar terjadinya perubahan pada struktur masyarakat sosial.
a. Kelompok Kepentingan dan Kelompok semu
Di dalam setiap asosiasi yang ditandai oleh adanya pertentangan,
menurut Dahrendorf, terdapat ketegangan di antara mereka yang ikut atau
mereka yang tunduk pada struktur kekuasaan.” Hal ini terdapat dua
kelompok sosial yang berpotensi mengalami pertentangan, seperti
diungkapkan oleh Dahrendorf, bahwa:
“...pertentangan kelompok mungkin paling mudah dianalisa bila
dilihat sebagai pertentangan mengenai legitimasi hubungan-
hubungan kekuasaan. Dalam setiap asosiasi, kepentingan kelompok
penguasa merupakan nilai-nilai  yang merupakan ideologi
keabsahan kekusaannya, sementara Kkepentingan-kepentingan
kelompok bawah melahirkan ancaman bagi ideologi ini serta
hubungan-hubungan sosial yang terkandung di dalarnnya.”80

Dalam hal ini, sebagaimana menurut Poloma, yang dimaksud

Dahrendorf sebagai kepentingan mungkin bersifat manifes (disadari) atau

¥ Margaret M Poloma, Contemporary Sociological Theory, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007),

hal. 134

% Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society.................., hal. 179
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laten (kepentingan potensial). Kepentingan bersifat manifes itu biasanya
diwakili oleh kelompok semu yang ditolak oleh kekuasaan di sebagian besar
struktur sosial di mana mereka berpartisipasi. Sementara itu, pada
kepentingan bersifat laten merupakan “undercurrents behavior” (tingkah
laku potensial) yang telah ditentukan bagi seseorang karena dia menduduki
peranan tertentu, tetapi masih belum disadari.®*

Kepentingan manifes dan kepentingan laten sangat rawan tergambar
dalam proses konflik yang terjadi dalam struktur masyarakat kapitalis.
Terutama dalam persoalan agaria, di mana potensi konflik di dalamnya
memiliki pola-pola baru dan amat relevan dengan apa yang dipaparkan
Dahrendorf sebagai kritikus sekaligus perumus kembali teori konflik sosial
Karl Marx.

Konklusinya, yang dimaksud dengan kelompok kepentingan secara
sederhana adalah kelompok yang memiliki struktur, bentuk organisasi,
tujuan atau program dan anggota perorangan. Kelompok ini merupakan
agen riil dari konflik kelompok. Sementara yang dimaksud dengan
kelompok semu adalah sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang
sama.® Biasanya, kelompok ini lahir atas dasar terdapat nilai yang
diperjuangkan secara bersama.

. Kelompok yang Bertentangan dan Perubahan Sosial
Dalam mengetahui bagaimana kelompok-kelompok tersebut saling

bertentangan, Dahrendorf (1959) mengungkapkan bahwa, pertentangan

81 Margaret M Poloma, Contemporary Sociological Theory................, hal. 135
82 Rois Arios, “Mengapa Ada Konflik, Ralf Dahrendorf Membicarakannya™............... ,

diunduh pada tanggal 6 November 2016
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kelas harus dilihat sebagai suatu kontradiksi di mana “kelompok-kelompok
pertentangan yang berasal dari struktur kekuasaan dengan asosiasi-asosiasi
yang terkoordinasi secara memaksa’. Kelompok-kelompok yang
bertentangan itu, sekali mereka ditetapkan sebagai kelompok kepentingan,
akan terlibat dalam pertentangan yang niscaya akan menimbulkan
perubahan struktur sosial.

Pertentangan antara buruh dan manajemen misalnya, yang merupakan
topik permasalahan utama bagi Marx, akan terlembaga lewat seikat-serikat
buruh. Pada gilirannya, serikat buruh tersebut akan terlibat dalam
pertentangan yang mengakibatkan perubahan di bidang hukum serta
ekonomi dan perubahan-perubahan konkrit dalam sistem pelapisan
masyarakat. Timbulnya kelas menengah baru sebenarnya merupakan
konsekuensi dari institusionalisasi pertentangan kelas tersebut.®®

“Secara analisis, proses pembentukan kelompok-kelompok yang
bertentangan dapat digambarkan menurut sebuah modal. Seluruh
kategori yang digunakan dalam model ini akan digunakan menurut
pandangan teori penggunaan kekuasaan tentang struktur sosial.
Dengan berpedoman kepada pembatasan ini, maka tesis yang
menyatakan bahwa pertentangan kelompok didasarkan atas
dikotomi  pembagian wewenang dalam  perserikatanyang
dikoordinasi secara memaksa dapat ditaruh sebagai asumsi dasar
model ini.”®

Apa yang dimaksud dengan kelompok yang bertentangan atau dapat
diistilahkan juga dengan kelompok konflik, merupakan kelompok yang

terlibat dalam konflik kelompok aktual. Kelompok yang terlibat itu

kemudian dapat dijadikan sebagai konsep dasar dalam rangka menjelaskan

8 Margaret M Poloma, Contemporary Sociological Theory................, hal. 136
8 Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society.................., hal. 212
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konflik sosial. Biasanya, menurut Dahrendorf, jika penentuan anggota
kelompok direkrut secara acak dan berdasarkan peluang yang ada, maka
kelompok kepentingan cenderung tidak akan muncul. Namun sebaliknya,
jika penentuan anggota kelompok atas dasar struktur yang ada, maka akan
sangat besar muncul suatu kemungkinan lahirnya kelompok kepentingan
bahkan juga kelompok konflik.

Dalam kaitannya dengan perubahan sosial, Dahrendorf menjelaskan
bahwa adanya konflik akan cenderung menjadi penyebab terjadinya
perubahan dan bisa jadi juga perkembangan. Terutama ketika konflik
tersebut selesai, masing-masing anggota masyarakat akan melakukan
beberapa perubahan dalam struktur sosial di mana konflik tersebut terjadi.
Ketika konflik yang terjadi dalam suatu masyarakat lingkupnya besar,
cenderung akan melahirkan perubahan sosial yang radikal dan mendalam.
Akan tetapi, jika konflik tersebut diwarnai dengan tindak kekerasan, maka
perubahan pada struktur sosial yang terjadi cenderung tiba-tiba dan tanpa
bisa diprediksi.®® Sehingga, besar atau kecilnya suatu konflik dan bagaimana
bentuk konflik itu, akan sangat menentukan seberapa jauh perubahan sosial
yang akan terjadi pada masyarakat yang berkonflik.

Teori konflik Dahrendorf yang telah dipaparkan secara gamblang ini
kemudian dapat dikontekstualisasikan pada persoalan penguasaan tanah

oleh investor di Sumenep, terutama di Desa Andulang Kecamatan Gapura

% Dalam menganalisa konflik masyarakat, yang utama dilakukan adalah mengidentifikasi
berabgai peran otoritas di dalam masyarakat. Dahrendorf kemudian mengombinasikan pendekatan
fungsional (tentang struktur dan fungsi masyarakat) dengan pendekatan konflik dalam
menganalisa antarkelas sosial dalam masyarakat. Rois Arios, “Mengapa Ada Konflik, Ralf
Dahrendorf Membicarakannya™.............. , diunduh pada tanggal 6 November 2016
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Sumenep. Kontekstualisasi tesebut nantinya terefleksi terutama mengenai
proses kategorisasi kelompok semu dan kelompok kepentingan pada
masyarakat dalam lokus penelitian ini. Selain itu, dalam kontekstualisasi
teoretis ini adalah menggambarkan bagaimana pola pertentangan atau
konflik yang terjadi serta potensi transformasi sosial dalam struktur

masyarakat ini.




